
B UPAT I KU.I A_ ̂I KARTANE GARA
PERATURAN BUPATI KUTAI I{ARTANEGARA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
I(ABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OOT tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 6
ayat (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan berwenang
dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan barang milik daerah, khususnya yang terkait dengan
barang milik daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti
pelaksanaan peraturan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Serah Terima Barang Milik Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l82O);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
20r3l;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor a\a$;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36aQ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OO1 tentang Pengamanan
Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOl Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO73\;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6O9);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi Dan Pemerintah KabupatenlKota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OIO Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tantang Pengadaan
Barang I Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2oll tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5

Tahun lgg7 tentang Tuntutan Perbendaharaan dari Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 20 11 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2OOl tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang
Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49

Tahun 2OOl tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2OA2 tentang Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah
Provinsi/ Kabupaten;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2OlO

Nomor 16);

2g.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun
2OlL tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2oO8lentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2O11 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor L2 Tahun
2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun
2OI3 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH I{ABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau
elemen yang saling berinteraksi, saling terkait atau saling
membentuk keseluruhan yang kompleks.

5. Prosedur adalah cara memecahkan masalah yang dilakukan
langkah demi langkah.

6. Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
semua barang yang dibeii atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
atau perolehan lainnya yang sah berupa hibah, sumbangan,
tukar menukar, penyerahan dari pemerintah, pemerintah
daerah lainnya atau dari pihak ketiga dan sebagainya, termasuk
di dalamnya adalah barang milik daerah yang pengelolaannya
berada di pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.

7. Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat Barang SKPD adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara atau perolehan lainnya yang sah
berupa hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari
pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau dari pihak ketiga
dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah barang milik
daerah yang pengelolaannya berada pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah termasuk di dalamnya adalah barang yang
pengoperasiannya oleh pihak lain dalam rangka mendukung
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

8. Barang yang bergerak adalah barang atau benda selain tanah
danl atau bangunan.
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9. Barang yang tidak bergerak adalah barang atau benda berupa
tanah dan/atau bangunan.

Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengelola
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah dalam
hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut
Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah yang ada pada satuan kerja yang mempunyai
kewenangan untuk mengelola barang daerah.

Pengguna Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengguna
adatah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah dalam hal ini adalah Kepala satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut
Kuasa Pengguna adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna barang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sKPD.

Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk
menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah
yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun
u".rggu..u.., dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui
atasan langsung.

Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi
tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian
yang ada disetiap SKPD/unit kerja yang diangkat oleh pengelola
untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab
kepada pengelola melalui atasan langsung.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
pejabat/panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran I
Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas pokok dan
kewenangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang
iercantum dalam kontrak, menerima hasil pekerjaan setelah
dilakukan pemeriks aanf pengujian dan membuat dan
menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan'

17. Panitia Penaksir adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati dan
bertugas melaksanakan penelitian terhadap barang milik daerah
yang akan dipindahtangankan atau dimanfaatkan.

18. Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dan
bertugas melaksanakan penelitian yang selektif dengan
berdasarkan data/fakta yang obyektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh
penilaian terhadap barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang akan dipindahtangankan atau dimanfaatkan.

19. Unit Kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
kuasa pengguna barang.

15.

16.



20. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan
pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan
kebutuhan yang akan datang.

21. Standarisasi adalah merupakan penentuan jenis barang dengan
titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk
yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan yang
berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka
waktu tertentu.

22. Standarisasi Sarana dan Prasarar,a Kerja Pemerintahan Daerah
adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah
dinas, kendaraan dinas dan barang milik daerah yang lainnya
yang memerlukan standarisasi.

23. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan yang
dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

24. Pengadaan Barang Daerah adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
penerimaan daerah secara sukarela yang merupakan
pendapatan daerah yang berasal dari pihak lain berbentuk
barang yang tidak perlu dibayar kembali.

26. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara secara ikhlas/sukarela, tidak
mengikat, pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

27. Plhak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang
memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa
membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.

28. Penerimaan adalah kegiatan penyerahan barang dari penyedia
barang sebagai hasil pengadaan barang baik yang diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau barang
yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

29. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan,
penyelenggaraan dan pengaturan barang milik daerah di dalam
gudang/ ruang penyimpanan.

30. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman
barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

31. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/
kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang
milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.
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Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun dan dicatat serta
didaftar dalam buku inventaris.

Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan
hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya
perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang daerah.

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap
barang inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang
tunai.

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar
pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengelola.

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang miiik
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerlmaan daerah bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Tanah Negara adalah tanah yang secara langsung dikuasai oleh
Negara.

Tanah Hak adalah tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan
perorangan atau badan hukum.

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai
pembangLrnannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dan
penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara
fisik, administratif dan tindakan hukum, sehingga barang milik
daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara
optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau
klaim dari pihak lain.
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45. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdayaguna dan berhasilguna, pemeliharaan dilakukan
terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian
tanpa merubah, menambah, atau mengurangi bentuk maupun
konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang
yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian
maupun dari segi keindahan.

46. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan
sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa
membebani anggaran.

47. Perneliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang
dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang
mengakibatkan pembebanan anggaran.

48. Pemeliharaan berat adalah pemerliharaarl dan perawatan yang
dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang
pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat
diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan
anggaran.

49. Rencana pemeliharaan barang adalah penegasan urutan
tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan
terhadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara
tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan,
banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya waktu
pelaksanaannya.

50. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada datalfakta yang objektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai
barang milik daerah atau didefinisikan juga sebagai proses
pekerjaan seorang penilai dalam memberikan estimasi dan
pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap
barang daerah sesuai standar penilaian yang diakui pemerintah.

51. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah
dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna
dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari
tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

52. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai
modal pemerintah daerah.

53. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk
uang.



54. Tukar menukar barang milik daerahltukar guling adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang,
sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

55. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
daerah kepada Pemerintah Pusat, antar pemerintah daerah ,
atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian.

56. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah
atau Badan Hukum lainnya.

57. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
konsultasi dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

58. Pengawasan adalah pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
sesuai ketentuan yang berlaku.

59. Pengendalian adalah merupakan proses yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian
pengelolaan barang daerah.

60. Pembiayaan adalah proses penyediaan anggaran yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah.

61. Tuntutan ganti rugi adalah proses penyelesaian setiap kerugian
daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum
atas pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

62. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan
DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan
oleh masing-masing pengguna.

63. Daftar Barang Kuasa Pengguna, y&ng selanjutnya disingkat
DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki
oleh masing-masing kuasa pengguna.

64. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang
sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode
tertentu.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur serah terima barang milik daerah
dimaksud untuk meningkatkan peran dan fungsi dibidang aset
daerah serta mendorong tercapainya tertib administrasi barang
Daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Tujuan Sistem dan Prosedur serah terima Barang Milik Daerah
adalah tercapainya tertib administrasi Barang milik daerah
dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari
unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik
daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup sistem dan prosedur serah terima barang milik
daerah meliputi :

a. Ketentuan Umum;

b. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;

d. Pengadaan Barang Milik Daerah;

e. Pengadaan Tanah;

f. Perolehan Hak berupa Hibah;

g. Penerimaan Barang Milik Daerah;

h. Penyimpanan Barang Milik Daerah; dan

i. Penyaluran dan Penggunaan Barang Milik Daerah

BAB III
PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 4

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelola barang milik
daerah yang mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat
Daerah;
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e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang
milik daerah sesuai batas kewenanganya;-dan

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh pengelola,
pembantu pengelola, pengguna, kuasa pengguna, pirryi*p"r,
dan pengurus barang.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5
(1) sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
(2) Pengelola barang mitik daerah berwenang dan

bertanggungjawab untuk :

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang
milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaanf perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik daerah;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah; dan

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pembantu Pengelola

Pasal 6

(1) Fungsi pembantu pengelola barang milik daerah adalah untuk
membantu pengelola barang milik daerah dalam melaksanakan
tugasnya.

(2) Pembantu pengelola barang milik daerah bertugas dan
bertanggungjawab untuk :

a.mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah yang ada pada masing-masing SKpD; dan

b. melaksanakan koordinasi, memepersiapkan/memyusun dan
menghimpun rencana kebutuhan barang milik daerah untuk
l(satu) tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKpD dan
standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan
daerah serta standarisasi harga.

e.
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Bagian Keempat
Pengguna

Pasal 7

(1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah.

(2) Pengguna barang milik daerah berwenang dan
bertanggungjawab untuk :

a. mengajukan rencana kebutuhan barang SKPD yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

b. melaksanakan pengadaan barang sesuai kewenangannya;

c. mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang
diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati
melalui pengelola;

d.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaanya;

e. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;

f. mengamanakan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

g. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
kepada Bupati melalui Pengelola;

h. menyerahkan barang daerah yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati
melalui Pengelola;

i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;

j. melaksanakan penyusunan dan menyampaikan laporan
barang pengguna sementara dan laporan barang pengguna
tahunan serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

(3) Pengadaan barang yang bersifat teknis dilaksanakan oleh SKPD
yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna

Pasal 8

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Seksi adalah
kuasa pengguna barang milik daerah.

(2) Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggungjawab untuk :
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a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi
unit kerja yang dipimipinnya kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;

c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

f. men5rusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk
UPT/UPTD dan Lurah.

Bagian Keenam
Penyimpan dan Pengurus

Paragraf 1

Prosedur Penetapan

Pasal 9

(1) Penyimpanan dan pengurus barang ditetapkan oleh pengelola
setiap tahun sekali dan dapat ditetapkan kembali untuk 2 (dua)
tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan ketentuan
jabatan, dimana jabatan penyimpan dan pengurus barang
memperhatian syarat-syarat sebagai berikut :

a. diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;

b. serendah-rendahnya menduduki jabatan golongan II dan
setinggi-tingginya golongan III a; dan

c. memiliki pengalaman dalam pengurusan barang danf atau
telah mengikuti kursus/bimtek pengelolaan barang.

(2) Dalam keputusan penunjukan/penetapan kembali penyimpan
dan pengurus barang oleh pengelola sekaligus ditunjuk atasan
langsung yang antara lain berkewajiban memberikan
persetujuan atas setiap pengeluaran barang dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaannya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyimpan dan pengurus
barang dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 1O

(1) Tugas dan tanggungjawab penyimpan barang adalah sebagai
berikut :
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a. menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah
ke unit pemakai/ pemakai;

b. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang,
pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam
buku/kartu barang;

c. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan
pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga
memudahkan pencarian apabila diperlukan sewaktu-waktu
terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang;

d. membuat laporan mengenai barang yang diurusnya
berdasarkan kartu persediaan barang dengan sepengetahuan
atasan langsungnya;

e. membuat laporan, baik secara periodik maupun secara
insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pengguna barang melalui atasan
langsungnya;

f. membuat perhitunganf pertanggungjawaban atas barang yang
diurusnya;

g. bertanggungjawab kepada pengguna barang melalui atasan
langsung mengenai barang-barang yang diurusnya dari
kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab-sebab yang
lainnya;

h. melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya
setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas
jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk
selanjutnya dibuatkan berita acara perhitungan barang yang
ditandatangani oleh penyimpan barang.

(2) Tugas dan tanggungjawab pengurus barang adalah sebagai
berikut :

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-
masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain
yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris
Ruangan, Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, sesuai
kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang
dipelihara/ diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;

c. menyiapkan Laporan Barang
Laporan Barang Pengguna
inventarisasi 5 (lima) tahunan
Pengelola; dan

Pengguna Semesteran dan
Tahunan serta pelaporan

yang berada di SKPD kepada

d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang
rusak atau tidak dipergunakan lagi.
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(1)

Paragraf 3
Penyimpan dan pengurus Barang
Tidak Dapat melaksanakan Tugas

Pasal 1 1

Dalam hal penyimpan dan pengurus barang karena sesuatu hal
tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka untuk menjaga
kelangsungan tugas/pekerjaan penyimpan dan pengurus
barang tersebut, pengelola barang atas usul Kepala SKPD
menunjuk seorang pegawai lainnya sebagai penyimpan dan
pengurus barang pengganti.

Penyerahan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Gudang oleh
atasan langsung dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan
dilaporkan kepada Pengelola.

Pasal 12

(1) Dalam hal penyimpan dan pengurus barang meninggalkan
tugas untuk sementara, maka pengguna menunjuk seorang
pegawai lainnya untuk melakukan tugas sementara penyimpan
dan pengurus barang.

(2) Penyerahan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (l)
harus dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Gudang oleh
atasan langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
dilaporkan kepada pengelola.

(3) Dalam hal penyimpan dan pengurus barang yang bersangkutan
kembali melaksanakan tugasnya, maka penunjukan pengganti
sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya
dituangkan dalam Berita Acara dan harus dilaporkan kepada
pengelola.

Bagian Ketujuh
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 13

Panitia lPejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan susunan
melibatkan unsur teknis terkait.

Pasal 14

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

a. memahami tatacara pengadaan barang; dan

b. memahami substansi barang yang meliputi kualifikasi dan
kualitas barang.

(2)
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Paragraf 2
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 15

Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan bertugas dan
tanggungjawab sebagai berikut :

a. meneliti dan memeriksa setiap hasil pelaksanaan pengadaan
barang danf atau pekerjaan yang biayanya bersumber dari APBD
sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perintah
kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan;

b. melakukan penelitian administrasi dan dokumentasi yang
berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan/atau
pekerjaan yang telah dilaksanakan;

c. menerima hasil barang dan/atau jasa yang telah dilakukan
pemeriksaan atau dilakukan pengujian;

d. menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan
yang tertera dalam surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian
dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan untuk selanjutnya
diserahkan kepada penyimpang barang.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN

PENGANGGARAN

Pasal 16

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam
RKA-SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik
daerah yang ada.

(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
disusun dalam RKA-SKPD dengan memperhatikan data barang
yang ada dalam pemakaian.

(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman
pada :

a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan
daerah; dan

b. Standar harga.

(4) Standarisasi sarana dan prasarana serta standar harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati tersendiri dan dijadikan acuan dalam menyusun RKBMD
dan RKPBMD serta sebagai dasar penyusunan RKA pada
masing-masing SKPD yang merupakan bahan pen5rusunan
rencana APBD.
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(s)

(1)

Penyusunan rancangan peraturan bupati yang mengatur
standarisasi sarana dan prasarana, dan rancangan peraturan
bupati tentang standar harga dilaksanakan oleh pengelola dan
secara teknis dipersiapkan oleh pembantu pengelola.

Pasal 17

Pengelola bersama pengguna membahas usul RKBMD dan
RKPBMD masing-masing SKPD dengan memperhatikan data
barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan
sebagai Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

(2) Tugas pengelola sebagaimana dimaksud
dilaksanakan oleh pembantu pengelola.

pada ayat (1)

Pasal 18

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Daerah ditentukan dan
dianggarkan dalam APBD dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap
sebelum RAPBD ditetapkan dan setelah RAPBD ditetapkan.

(2) Perencanaan sebelum RAPBD ditetapkan sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah perencanaan kebutuhan barang milik
daerah dalam 1(satu) tahun anggaran disusun masing-masing
SKPD dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemerintah daerah, standarisasi harga yang
dituangkan dalam RKA dengan memperhatikan ketersediaan
barang milik daerah yang ada dan dibahas bersama antara
pengelola keuangan daerah dan tim anggaran pemerintah
daerah.

(3) Perencanaan setelah RAPBD ditetapkan sebagaimana dimaksud
ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. SKPD men5rusun daftar kebutuhan barang unit tahunan
dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan
dalam DPA dan disampaikan kepada pembantu pengelola;

b. pembantu pengelola menghimpun kebutuhan barang SKPD
menjadi DKBMD dari masing-masing SKPD; dan

c. pengguna barang melaporkan kebutuhan barang SKPD
kepada pembantu pengelola.

(4) Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
berdasarkan kepada Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan
oleh Bupati.
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BAB V
PENGADAAN

BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Paragraf 1

Ketentuan dan Syarat

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah di Kabupaten
Kutai Kartanegara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan teknis administrasi lebih lanjut dikoordinasikan
dan dikonsultasikan dangan pembantu pengelola.

(3) Kepala SKPD bertanggunjawab baik tertib administrasi maupun
kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada
Bupati melalui Pengelola.

Pasal 20

Pengadaan barang milik daerah dapat dipenuhi dengan cara :

a. Perolehan APBD; dan

b. Lain-lain peroleh yang sah.

Paragraf 2
Penerimaan dan Pembayaran

Pasal 2 1

(1) Penerimaan barang dilaksanakan oleh penyimpan barang
setelah diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila melampiri
dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus
disusun sesuai dengan ketentuan administrasi pengadaan
barang daerah dan/atau ketentuan yang tercantum dalam
perjanjian yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh
panitia/pejabat pengadaan mencakup seluruh kegiatan
pengadaan barang daerah sesuai dengan Daftar Kebutuhan
Barang Daerah.

Paragraf 3
Pelaporan dan Prosedur

Pasal 22

Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang milik
daerah kepada Bupati melalui Pengelola.

(1)
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(2) Dalam hal laporan hasil pengadaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang
inventaris, disertai dengan usulan penetapan status
penggunaan.

(3) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dokumen pengadaan barang milik daerah.

(4) Pembantu pengelola mempersiapkan formulir daftar hasil
pengadaan barang milik daerah dan selanjutnya disampaikan
kepada pengguna.

(5) Pengguna mengisi formulir sesuai dengan pengadaan barang
yang diadakan oleh SKPD yang bersangkutan.

(6) Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah disampaikan
kepada Bupati c.q Pengelola.

(7) Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah disampaikan
kepada pembantu pengelola untuk selanjutnya
disusun/dihimpun menjadi buku Daftar Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah.

(8) Bagan Alur Prosedur Pelaporan Pengadaan Barang Milik Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGADAAN TANAH

Pasal 23

(1) Setiap penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun
harus berdasarkan kepada landasan hak yang sah yaitu hak
atas tanah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Pengelola.

(3) Pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Prosedur Penguasaan Tanah

Pasal24

(1) Prosedur penguasaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara ditempuh melalui prosedur :

a. pemberian tanah Negara oleh Pemerintah melalui keputusan
pemberian hak;

b. pembebasan tanah hak diiakukan secara musyawarah dengan
pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya;

c. penerimaan atau hibah tanpa disertai pembayaran ganti rugi
kepada pihak yang melepaskan tanahnya.
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(2) Dalam rangka tertib administrasi dan keamanan terhadap
kemungkinan tuntutan dari pihak lain, proses pengadaan tanah
atau penerimaan sumbangan/hibah dalam bentuk tanah
disertai dengan bukti kepemilikan yang sah disertai dengan
surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Pasal 25

Hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

a. hak pakai, apabila tanahnya dipergunakan sendiri untuk
keperluan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan, dan

b. hak pengelolaan, apabila tanahnya dipergunakan untuk
keperluan lain yang tidak langsung berhubungan dengan tugas.

Bagian Kedua
Tatacara Perolehan Hak dan

Penyelesaian Sertifikat Atas Tanah

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan
permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak
Pengelolaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Proses pengadaan tanah selesai
sertifikat Hak Atas Tanah tersebut
Kabupaten Kutai Kartanegara.

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perubahan status
tanah menjadi tanah Negara sebagai akibat dari selesainya
proses pembebasan tanah dan untuk dapat dikuasai sebagai
Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah adalah
dipenuhinya ketentuan permohonan hak dan penyelesaian
sertifikat hak atas tanahnya.

Bagian Ketiga
Dokumen Pengadaan Tanah

Pasal 27

Inventarisasi penyimpanan dokumen-dokumen yang harus
dipenuhi dengan pengadaan tanah sebagai berikut :

a. berita acara pembebasan tanah;

b. berkas (pertinggal) permohonan hak pakarll:ak pengelolaan;

c. salinan surat keputusan pemberian hak pakai/hak pengelolaan;
dan

d. sertifikat atas tanah.

dilaksanakan pada saat
diterima oleh Pemerintah
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BAB VII
PEROLEHAN HAK BERUPA HIBAH

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Syarat

Pasal 28
(1) Penerimaan hibah berupa tanah danf atau bangunan dan selain

tanah dan/atau bangunan baik dari Pemerintah, pemerintah
Daerah lainnya, masyarakat atau badan hukum lainnya,
dituangkan dalam berita acara dan ditindaklanjuti dengan
penyelesaian status/dokumen kepemilikan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Pihak pemberi hibah berkewajiban untuk menyelesaikan semua
kewajiban kepada Negara dan/atau Daerah dan/atau pihak lain
sebelum dilaksanakan serah terima hibah.

(3) Objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam
keadaan sengketa.

(a) Hibah dari pihak ketiga harus dimanfaatkan untuk kepentingan
Daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Prosedur Perolehan Hak Berupa

hibah yang Menambah Aset
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 29

(1) Pihak Ketiga memberitahukan rencana pemberian Hibah secara
tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengelola.

(2) Pengelola meneliti barang atau benda berupa tanah dan/atau
bangunan atau barang atau benda selain tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan.

(3) Penelitian yang dilaksanakan Pengelola meliputi :

a. legalitas barang yang akan dihibahkan dan barang tersebut
harus bebas dari segala beban dan/atau berbagai
pungutan/kewajban apapun; dan

b. melakukan perkiraan nilai barang berupa tanah dan/atau
bangunan atau barang selain tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan.

(4) Pengelola mengajukan usul kepada Bupati untuk menerima
hibah jika barang atau benda berupa tanah dan/atau bangunan
atau barang atau benda selain tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan memenuhi syarat dan menolak jika barang
berupa tanah dan/atau bangunan atau barang selain tanah
dan/atau bangunan yang akan dihibahkan tidak memenuhi
syarat.

(5) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima barang dari
pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian
dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
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(6) Pihak pemberi hibah selanjutnya menyerahkan hibah kepada
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan
melalui penandatanganan Berita Acara serah terima (BAST) dan
disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah
dengan memuat nilai dan status kepemilikan.

(7) Setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, pengelola segera
menyelesaikan status/dokumen kepemilikan barang hibah
dimaksud dan mencatatnya sebagai asset daerah.

BAB VIII
PENERIMAAN

BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Syarat

Pasal 30

Penerimaan barang miiik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil
pengadaan danf atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan
dokumen pengadaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan
Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Kedua
Prosedur

Paragraf 1

Penerimaan
Barang Bergerak

Pasal 3 I
(1) Penyimpanan barang, menerima hasil pengadaan barang

dengan dasar surat perintah kerJalsurat perjanjian/kontrak
pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dan disertai dokumen menyatakan dengan jelas
macamljenis jumlah, harga dan spesilikasi barang.

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dilakukan setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerimaan
Hasil Pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

(3) Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh Panitia
Pemeriksa barang sesuai dengan isi dokumen pengadaan.

(4) Penerimaan barang dinyatakan sah apabila Berita Acara
Penerimaan Barang telah ditandatangani.

(5) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (21

selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

(6) Apabila barang telah diterima akan tetapi belum sempat
diperiksa, maka penerimaan barang dilaksanakan dengan
membuat tanda penerimaan barang sementara, dengan diberi
catatan barang belum diteliti oleh Pejabat/Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan barang.
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(71 Penerimaan barang dilaksanakan melalui penandatangan Berita
Acara Serah Terima Barang.

Paragraf 2
Penerimaan Barang

Tidak Sesuai dengan Persyaratan

Pasal 32

(1) Apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau
syarat-syarat yang belum terpenuhi dan jika ternyata bahwa
barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan
sebagaimana tertera dalam surat perjanjian danlatau dokumen
penyerahan lainnya, maka penerimaan barang dilakukan
dengan membuat tanda penerimaan sementara barang yang
dengan tegas membuat sebab-sebab penerimaan barang
sementara.

(2) Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada
Panitia/Pejabat pengadaan yang melaksanakan pengadaan.

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut,
Panitia/Pejabat pengadaan harus segera mengambil tindakan
penyelesaian.

(4) Apabila ada kekurangan atau syarat-syarat tersebut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan
sesuai dengan persyaratan, maka dapat dilaksanakan
penerimaan barang.

(5) Jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan
waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan
kepada penyimpan barang/pengurus barang untuk disimpan
sebagai barang titipan.

(6) Berkenaan dengan ketentuan pada ayat (5) penyimpanan barang
dimaksud harus disertai dengan pembuatan Berita Acara
Sementara yang memuat semua data/keterangan yang
diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan
barang.

Paragraf 3
Dokumen dan Administrasi

Pembukuan Penerimaan Barang Begerak

Pasal 33

Penyimpan barang berkewajiban melaksanakan tugas
administrasi penerimaan barang milik daerah.

Dokumen yang diperlukan dalam penerimaan barang adalah :

a. surat pengantar barang dari pemasok ke pemesan (pengguna
barang);

b. buku kontrak pengadaan barang (ya.rg berisi berbagai
dokumen pengadaan);

(1)

(2)
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c. pengadaan dilaksanakan tanpa kontrak, perlu diperhatikan
dokumen pemesanan barang yang memuat berbagai
ketentuan antara lain nama barang, jenis barang, jumlah
barang, tingkat kualitas yang dipersyaratkan, tempat
penyerahan barang dan seterusnya;

d. petunjuk dari pemasok yang berisi bagaimana cara
mengoperasikan dan mengamankan (menjaga dari
kerusakan/pengaruh barang dalam penyimpanan); dan

e. ketentuan yang mengatur resiko sebelum barang secara resmi
diterima.

(3) Administrasi pembukuan yang berkaitan dengan penerimaan
barang adalah sebagai berikut :

a. buku barang;

b. buku pengadaan;

c. buku penerimaan barang;

d. kartu barang; dan

e. kartu barang.

Paragraf 4
Penerimaan

Barang Tidak Bergerak

Pasal 34

Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima
oleh Kepala SKPD, kemudian Kepala SKPD melaporkan kepada
Bupati untuk ditetapkan penggunaannya.

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Penerimaan barang dilaksanakan melalui penandatanganan
Berita Acara Serah Terima Barang dan disertai dengan dokumen
kepemilikan/ penguasaan yang sah.

Pasal 35

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti
dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan
persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau
kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ayat (1) merupakan
salah satu syarat pembayaran.

Bagan Alur Prosedur Penerimaan Barang Milik Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

(21

(3)
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Paragraf 5
Penerimaan Barang Lainnya

Pasal 36

(1) Penerimaan barang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dari Pihak Ketiga dapat berupa sumbangan, hibah,
wakaf dan penyerahan dari masyarakat.

(2) Penerimaan dan penyerahan barang dari pemenuhan kewajiban
Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari
suatu perizinan tertentu.

(3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang
sah.

(4) Penerimaan barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), adalah Pengelola atau pejabat yang ditunjuk
mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban
Pihak Ketiga;

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dicatat dalam daftar barang milik daerah.

BAB IX
PENYIMPANAN

BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Syarat

Pasal 37

(1) Penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka
pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang
persediaan didalam gudang/ruang penyimpanan sehingga setiap
waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.

(2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan barang
adalah hal-hal sebagai berikut :

a. sifat barang; cepat menguap, cepat mencair, cepat men5rusut,
cepat membusuk, memberikan daya kontaminasi terhadap
barang lain, mudah tercemar dan sebagainya sehingga
memerlukan penanganan khusus agar tidak cepat rusak;

b. jumlah barang; barang yang tersimpan dalam jumlah banyak
dengan frekuensi mutasi yang tinggi memerlukan penanganan
dengan tempat yang luas, sebaliknya barang yang frekuensi
mutasinya rendah dapat disimpan dalam areal gudang yang
lebih "dalam";

c. penempatan barang perlu mempertimbangkan kemudahan
untuk mengambilnya terutama barang yang sudah tersimpan
lama (principalfirst infirst out);
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d. barang-barang perlu dijaga dari pengaruh cuaca, kelembaban
udara, pengaruh sinar (biasanya terhadap bahan kimia dan
obat-obatan);

e. barang-barang yang disimpan dalam gudang sesuai
kelompok/jenis barang dan perlakuan khusus terhadap
barang tertentu.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 38

(1) Penyimpan barang menerima, menyimpan, mengatur, merawat
dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang
penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana
secara tertib, rapi dan aman.

(2) Penyimpan barang menyelenggarakan administrasi
penyimpanan/pergudangan atas semua barang yang ada dalam
gudang.

(3) Penyimpan barang melakukan stock opname secara berkala
ataupun insidentil terhadap barang persediaan yang ada
didalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi
kebutuhan.

(4) Penyimpan barang membuat laporan secara berkala atas
persediaan barang yang ada di gudang.

(S)Atasan langsung penyimpan/pengurus barang mengadakan
pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang
secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

(6) Hasil pemeriksaan selanjutnya dibuat dalam berita acara
pemeriksaan dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpan
barang yang bersangkutan.

(7) Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada pengelola dan
tembusannya masing-masing untuk Kepala SKPD yang
bersangkutan, pembantu pengelola dan Inspektorat Kabupaten
Kutai Kartanegara.

(8) Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpan barang,
atasan langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang
terjadi.

(9) Bagan Alur Prosedur Penyimpanan Barang Milik Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Administrasi

Pasal 39

Dalam rangka penyimpanan barang, penyimpan barang
berkewajiban untuk melaksanakan administrasi penyimpanan
barang sebagai berikut :
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a. buku barang inventaris;

b. buku barang pakai habis;

c. buku hasil pengadaan;

d. kartu barang; dan

e. kartu persediaan barang.

BAB X
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Penyaluran

Paragraf 1

Fungsi dan Prosedur

Pasal 40

(1) Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan
pembagianlpelayanan barang secara tepat, Cepat dan teratur
sesuai dengan kebutuhan

(2) Penyimpan barang menyelenggarakan penyaluran barang
kepada unit kerja.

(3) Penyimpan barang menyelenggarakan administrasi penyaluran
dengan tertib dan rapi.

(4) Penyimpan barang/membuat laporan realisasi penyaluran
barang milik daerah dan untuk selanjutnya pengguna barang
melaporkannya kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(5) Bagan Alur Prosedur Penyaluran Barang Milik Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dokumen Penerimaan,

Penyimpanan dan Penyaluran

Pasal 4 1

Dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran terdiri dari :

a. Surat keputusan pembentukan panitia pemeriksaan
barang/jasa;

b. berita acara pemeriksaan barang;

c. berita acara penerimaan barang;

d. buku penerimaan barang;

e. buku pengeluaran barang;

f. buku barang inventaris;

g. buku barang pakai habis;

h. kartu barang;
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i. kartu persediaan barang;
j. laporan semester tentang penerimaan dan pengeluaran barang

inventaris;

k. laporan semester tentang penerimaan dan pengeluaran barang
pakai habis;

l. bukti pengambilan barang dari gudang;

m.berita acara serah terima gudang;

n. berita acara serah terima terdapat selisih;

o. berita acara serah terima selisih;

p. surat pernyataan penggantian penyimpan barang sementara;

q. berita acara pemeriksaan barang yang berubah keadaan;

r. berita acara pemeriksaan barang karena bencana alam. Dicuri,
kebakaran; dan

s. surat perintah pengeluaran/penyaluran barang.

Bagian Kedua
Penggunaan

Paragraf 1

Ketentuan dan Syarat

Pasal 42

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung
pelayanan umum, sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Prosedur

Penetapan Status Penggunaan

Pasal 43

Pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada
SKPD yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul
penetapan status penggunaan.

Pengelola melalui Pembantu Pengelola, meneliti atas kebenaran
usulan SKPD.

(3) Setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD,
Pengelola mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan
status penggunaannya.

(4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan
oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

(1)

(21

(1)

(21
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(5) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

a. jumlah personil/pegawai pada SKPD;

b. standar kebutuhan tanah danf atau bangunan dan selain
tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi SKPD;

c. beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan

d.jumlah, jenis dan luas dengan rincian lengkap termasuk nilai
barang dimaksud.

(6) Penetapan status penggunaan masing-masing Kepala SKPD
melalui pengurus barang wajib melakukan penatausahaan
barang milik daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

(7) Bagan Alur Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 3
Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak
dipergunakan untuk Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi SKPD

Pasal 44

(1) Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD kepada Bupati melalui Pengelola.

(2) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah
tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan.

(3) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah danlatau bangunan
sebagaimana tersebut pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa
pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan
dimaksud;

(4) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas
pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status
penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lain atas
usul Pengelola.

(5) Usul Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memperhatikan standarisasi kebutuhan barang milik daerah
dan kondisi barang yang ada danf atau tersedia atas kajian dari
Pembantu Pengelola.
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Paragraf 4
Selain Tanah danf atau Bangunan
Yang Tidak Dipergunakan untuk

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKpD

Pasal 45

(1) Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD kepada Bupati
melalui Pengelola.

(2) Bupati menetapkan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah
tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan.

(3) Pengguna yang tidak menyerahkan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan
barang milik daerah dimaksud;

(4) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut
penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada
SKPD lain atas usul Pengelola.

(5) Usul Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (41
memperhatikan standarisasi kebutuhan barang milik daerah
dan kondisi barang yang ada danlatau tersedia atas kajian dari
Pembantu Pengelola.

Paragraf 5
Mutasi Barang

Pasal 46

Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang
dan/atau yang bertambah dalam suatu jangka waktu tertentu
(semester dan tahunan).

Pasal 47

Mutasi barang terjadi karena :

(1) Bertambah, disebabkan :

a. pengadaan baru karena pembelian;

b. Sumbangan atau hibah;

c. Tukar- rnenukar; dan

d. Perubahan peningkatan kualitas (guna susun).

(2) Berkurang, disebabkan :

a. dijual /dihapuskan;
b. musnah/ hilang I rnati;
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c. dihibahkan disumbangkan; dan

d. Tukar-menukar lruilslagldilepaskan dengan ganti rugi.

Pasal 48

Bangunan Gedung dan/atau jalan danf atau jembatan serta
jaringan irigasi yang dibangun oleh Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara yarrg peruntukannya untuk
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD lain harus
diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola dengan mekanisme
sebagai berikut :

a. SKPD menyerahkan bangunan gedung danlatau jalan dan/atau
jembatan serta jaringan irigasi tersebut kepada Pengelola disertai
dengan usulan penetapan status penggunaan sesuai dengan
peruntukan awalnya;

b. penyerahan tersebut disertai dengan dokumen kepemilikan asli
yang akan disimpan pada Pengelola;

c. dokumen kepemilikan dimaksud pada Pasal 48 huruf b, berupa
kontrak asli, Ijin Mendirikan Bangunan asli, Sertifikat tanah dan
pernyataan pelepasan hak atas tanah (apabila melakukan
pembebasan tanah), serta copy SP2D;

d. usulan tersebut diteliti oleh Pengelola melalui Pembantu
Pengelola kemudian diproses dan diusulkan penetapan status
penggunaannya kepada Bupati;

e. setelah surat keputusan penetapan status penggunaan terbit
selanjutnya dibuat berita acara penyerahan dengan dilampirkan
petikan surat keputusan penggunaan kepada SKPD yang baru
dan copy dokumen kepemilikan bangunan dan/atau jalan
dan/atau jembatan serta jaringan irigasi;

Paragraf 6
Pelaporan

Penggunaan Barang

Pasal 49

(1) Kuasa Pengguna menyampaikan laporan penggunaan
semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna
dan Pengguna menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati
c.q Pengelola.

(2) Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan penggunaan
barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-
masing SKPD.

(3) Pengelola/Pembantu Pengelola menghimpun dan merekapitulasi
laporan penggunaan semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan
sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

(4) Hasil sensus barang daerah dari Pengguna / Kuasa Pengguna
direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada
Pengelola dan selanjutnya Pembantu Pengelola merekap Buku
Inventaris menjadi Buku Induk Inventaris yang merupakan
modal awal pada daftar mutasi barang tahunan.
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(5) Pengguna/Kuasa Pengguna dan pengelola hanya membuat
Daftar Mutasi Barang dalam bentuk Rekapitulasi barang Milik
Daerah.

(6) Mutasi Barang bertambah/berkurang dicatat setiap semester
pada masing-masing SKPD dan dilaporkan kepada Bupati
melalui Pengelola.

(7) Bagan Alur Prosedur Pelaporan Penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VJ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Sistem dan Prosedur serah terima barang milik daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara yang pengelolaannya dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan
dengan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 April2OL3

SANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 April 2Ol3

SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN KUTAI I(ART

NrP.1965o,30.2 19940,3 1 011
PEMBTNA TK.r / (rv.bl

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2OI3BERITA DAERAH
NOMOR 2 1

)Z



LAMPIMN I: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL 29 A.PRIL 2013
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN KUTAI I{ARTANEGARA

BAGAN ALUR PROSEDUR PELAPORAN PENGADAAN

IPEMBUATAN DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG MILIK DA"ERAH (DHPBMDII

URAIAN PENGELOLA PEMBANTU PENGELOLA PENGGUNA

Pembantu Pengelola mempersiapkan
Formulir Daftar Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah (DHPBMD)
dan selanjutnya disampaikan
kepada Pengguna

Pengguna mengisi formulir sesuai
dengan pengadaan barang
yang diadakan oleh SKPD
yang bersangkutan

DHPBMD disampaikan kePada
Bupati c.q. Pengeiola

DHPBMD disampaikan kepada
Pembantu Pengelola untuk
selanjutnya disusun/ dihimPun
menjadi Buku Daftar Hasil
Pengadaan Barang Milik Daerah

I Formulir oxeavo I
Formulir Dl

Pengisiar

DHP

(Setiap 6 B

IPBMD

1 ___tt_ _-./

rFormulir
BMD

ulan Sekali)

/tD

I 1. DHPBMD

| 2. Doku."n

I Pengadaan Barang

f 
-f-

1. DHPBMD I I

2.Dokumen I l,l
Pengadaan Barang 

i

Paling Lambat 2 (Du
Setelah Berakhirnya
Anggaran

a) Bulan
Tahun

NEGARA,



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL 29 APRIL 2013
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
I{ABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAGAN ALUR PROSEDUR PENERIMAAN BARANG DAERAH

URAIAN BUPATI PA/BARANG PANITIA PENGADAAN
,ANITIA/ PEJABAT PENERIMA

HASIL PEKER.IAAN
PEI.IYIMPAN/

Pengguna mggilil meletapka da
memerintahkm pengadam bdog
kepada pihak ketiga

Pengguna/ Pejabat Penerima Hasil
Pekerjad memeriksa bddg yog
dilaksaaku oleh pihak ketiga

Hasil pemeriksm baag
diberitaiukd kepada Pejabat
Pembuat Komitmen/ Pengguna
Anggum

Apabila hasil pemeriksm bamg
tidak sesuai dengm dokumen
pengadaan, Pmitia pemeriksa bamg
memberitahukmhasil pemeriksm
bamg kepada poitia pengadad
/pengguna mggua untuk segera
mengmbil tindaka penyelesaian

Untuk bdmg ymg tidak sesuai
deng6 dokumen pengadffi dapat
dilaksmal<m serah terima btrilg
sementda dengd memuat secda
tegas sebab-sebab terjadinya
penerimam baang sementta

Apabila hasil pemeriksam bamg
telah/ sesuai dokumen pengad@
pihak ketiga mela1<smakm serah
terima btrmg kepada Pejabat
pembuat komitmen/ pengguna
b4ag dm untuk selajutnya diseral
terimak4 kepada penyimpa /
pengurus bdmg

Untuk bdmg inventtris pengguna
mggdd melaporkm kepada
Bupati untuk selmjutnya ditetapkm
pengguneya

Penerima bamg mela-ksuakm
pembukua

Pengadae Barmg
dari Pihak Ketiga

disertai Surat
Pengmtar Btrug
dai Pemasok ke

Pemesm

Dokumen
Pengadaan
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI I(ARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL 29 APRIL 2013
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAGAN ALUR PROSEDUR PENERIMAAN BARANG DAERAH

URAIAN PEI{YIMPAN BARANG
ATASAN LANGSUNG

PENYIMPAN BARANG
PENGELOLA PENGGUNA PEMBANTU PENGELOLA INSPEKTORAT

Penfmpm buog
menerima,menyimpm,
mengatu!,merawat menjaga
keutuho bamg dalm
gudmg

Penyimpm bdmg
mela-ksdakm stock
opnme secaa trerka.la
atau insidentil terhadap
bamg persedim
ymg ada dalm gudmg

Penyimpo bamg
membuat lapord secila
berkala atas persedim
baog ymg ada di gudag

Ataso lagsung
penlmpm/pengurus
bamg mengada-ko
pemeriksm pembukua/
pencatata du
pemeriksao gudmg
secua berkala 6(enm)
bulm sekali

Hasil pemeriksam
dilaporko kepada pengelola
dengm tembusm kepada
pengguna,pembmtu
pengelola, inspektorat

--f.E-Fr--'r
barmg

inventaris I l

2. Buku
barang pakai

habis
3. Buku hasil

pengadaan
4. Kartu
barang

5. Kartu
persediaan

barmg

/'
,{- ,/\
.1.

\ Oondre\' -.-Y
+

1. Buku I

I br.*e
I inventaris I

I z. srk, I

I barang paka.i I

I trabis
3. Buku hasil 

]pengadaan I

4- Kartu
barmg
5. Kartu I I

persediaan l,lbarils 
_]1,.l- ,zi

j
j.

I

I Pembuatan Laporan
persediaan

barang

Rita widyasi

--
Tembusd

- BA Pemedksae l

- Buku L
Fmenk"*n !

rnyimpan baraB 
]

GARA,

RITA WIDYASARI



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KUTAI I{ARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL 29 APRIL 2013
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KUTAI I(ARTANEGARA

BAGAN ALUR PROSEDUR PENERIMAAN BARANG DAERAH

URAIAN
PENYIMPAN/PENGURUS

BARANG
UNIT KERJA PENGGUNA PENGELOLA

Penyimpan/ pengurus barang
menyelenggarakan penyaluran
barang kepada unit kerja

Penyimpan barang
menyelenggarakan administrasi
penyaluran

Penyimpan brmg/ pengurus
barang membuat laporan realisasi
penyaluran barang milik daerah
kepada pengguna

Pengguna melaporkan laporan
realisasi penyalurm baang kepada
Bupati c.q pengelola bumg

1. Buku pengeluaran barang
2.buku bdog Inventaris

3. Buku barmg pakai habis
4. Kartu bdang

5. Kartu persediam bdmg
6. Bukti pengmbilm barang

dili gudang
7. BA semh terima gudang
8. BA serah terima terdapat

selisih
9. BA serah terima selisih

10. Surat pemyataan
penggantian penyimpanm

barang sementda
11. BA pemeriksam barmg yang

berubah keadam
12. BA pemerikea bdang

karena bencma alam, dicuri,
kebakarm

13. Surat perintah
pengeluaan/penyalurm barang

1. Laporu
semester tentang
penerimaan dm

pengeluman
bamg inve ntaris

2. Laporm
semester tentanS
penerimam dm

pengeluran
barang pakai habis

l

[__ _-,

Barang

__1

1. Laporan semester
tentang penerimaan

dal pengeluaran
2. Laporan semester
tentang penerimaan

dan pengeluaran
barang pakai habis

l. Laporm I

semester tentmg I

penerimaan dm I

,! pengeluarm 
I

I barang inventaris I

I 2. Lapo.an I

I semester tentang I I

I penerimaan dan I I

I pengeluaran I iI br..nn oakai habis I I

ljt ,(

EGARA,

RITA WTDYASARI



LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL 29 APRIL 2013
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KUTAI I(ARTANEGARA

BAGAN ALUR PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG DAERAH
URAIAN PENGGUNA PENGELOLA BUPATI

1 pengguna melaporka baug milik
daerah ymg berada pada SKPD
ymg bersugkutu kepada
pengelola disertai usul penetapan
status penggun@ termasuk taai/
bmrunan ymg tidak diDerpnakm
untuk penyelenggtr@ tupoksi
SKPD

Pengelola melalui pembmtu
pengelola meneliti atas kebenam
usulm SKPD

Pengelola mengajukm usul kepada
Bupati untuk ditetapko status
peng,{unamnya

Bupati menetapk@ status
penggunm atau pencabutd
status-status penggunm dm
dialihkm penggunamnya kepada
SKPD lain

Pengguna ymg tidak menyerah
km tmai dm/atau bmguno
ydg tidal< dipergunakm untuk
penyelenggilm tupoksi SKPD,
dikenetm smksi

Ll lI Usulan i

I p".rggr.ruur, ] L

I barang 
-lL-

I ook -., v-e I

I disertakm mtaa lain I I

| " .,"u,*- I(*r',k 1 :

I n"r li
I b. Salinm SP2D i

I c. IMB {aslil iI d- Setrilikat dan Surat i

] P"l"p."- Hak (Asli) i
e. BPKB i

f. fjokumen Kontral< I

lainnya perencmm, i
pensawasa dll ] I
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-"'u"'_-

RITA WIDAYSARI
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RITA WIDYASARI



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL 29 APRIL 2013
TENTANG SISTEM DAI{ PROSEDUR SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAGAN ALUR PROSEDUR PTLAPORAN PENC.GUNAAN BARANG

Ruasa petrgguna menyampakm
laporm penggunam semestera
tahunan dan 5 talunan kepada

Pencguna

Pen$na menympdkm laporar
semesterm, t*unil do 5
tahunm k€pada Bupari c.q

Pembiltu pengelola menghimpun
seluruh laporm penggunffi
barang semester, tahunffi dm 5
t*utran dtri masing-masing
SKPD

Rekapitulasi dimalsud digunakan
sebagai bahm penpsun& neraca

Hasil sensus btrmg daerah dili
penpna/kuasa penBna direkap
ke dalm buku invenrilis dal
disffi paikffi kepada pengelola

dan selajutnya pembdu
pengelola merekap buku inventaris
menjadi buku itrduk invenrtris

Buku induk inventdjs merup*an
modal aud pada dafttr mura$
bdang tahun berikutnya dm unrul
tahun berikutnya penBna/kuasa
penguna dan pengelola hmya
membuat dafttr murasi btrme
dalam bentuk rekapirulasi btrmg
milik daeran

MLrtasi btrm8 bertamb*/
berkureg dicatat setiap semester
pada masitrs-masins SKPD dm
dilaporkan kepada Bupati nelalui
penselolayms memuat jenis,
merk, type, nilai barans dm

Laporm semester 1 du 2 digabung
menjadi laporm tahuoa

i- -- --l
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dffi1_i]

--- 
dih'.orn 

-"'r.

:.ii

l;.,",."=L
mutasi bddB I

I
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RITA WIDYASARI

BUPATI KUTAI


